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MENTERI KESEHATAN 
REPUBUK INDONESIA 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 382AIMENKES/PERN/2006 

TENT ANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA 
BALAI BESAR PELATIHAN KE$EHATAN Cll.OTO DAN 
BAL.Al · BESA~ PELATIHAN KESEHATAN CILANDAK 

MEW.ERi KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

: a. batiwa dengan adanya pergeseran paradigma pelatihan 
men!adi paradigma pembelajaran, dipertukarr adanya akses 
pada informasi yang mudah dijangkau oleh segenap pese~a 
pelRtihan: 

b. bahwa mutu, kemampuan dan cakupan upaya pendidikan 
dan pelatihan kesehatan perfu terus ditingkatkan dan 
dilaksanakan secara berkesinambungan; 

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, 
perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan organisasi 
Balai Pelatihan Kesehatan menjadi Balai Besar Pelatihan 
Kesehatan dengan Peraturan Menteri Kesehatan; 

: 1. U1idang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3495); 

2. Undang-undang Momor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah_ (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan. Lembaran Negara Nomor 4437,; 

3. Peraturan Pemerintah·· Nomor 101 Tahun 2000 tentang 
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Si?il 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tamba:1an 
Lembaran Negara Nomor 4019); 

4. Peraturan Presiden Nornor 9 T ahun 2'.)05 tentm~g 
Keaudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Negara sebagairnana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005; 

5. Peraturan Pmslden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit 
Organisasi dan Tugas "Eselon I se~agaimana ·~elah ciubah 
teral<hir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 TC:Ahun 2005: 

6. Keputusan Menteri Kesehatan Ncmor 7251Menkes/SKN/ 
2003 tentang Pedoman Peny~lenggaraar 1 Pelat1han 
K~ehatan; 

7. i<eputusan Menteri Pendayagunaan Apar atur ~egara Nomor 
621Kep/M.PAN/7/2003 tentang Poooman Organisasi Unit 
PelaJcsana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga 
Pemerintah Non Departemen; 
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8. Keputusan Menteri Kesehatan · Nomor 
131/Menkes/SK/1112004 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
004/Menkes/SK/112003 tentang Kebijakan dan Strategi 
Desentralisasi Bidang Kesehatan; 

10. Kttputusan Menteri Kesehatan Nornor 
1274/Menkes/SKNJll/2005 tentang Rencana Strategis 
Oepartemen Kesehatan; 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
1575/Menkes/PerJXl/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Departemen Kesehatan; 

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Penaayagunaan Aparatur Negara dalam 
surat nomor B/1296.1/M.PAN/512006 tanggal 22 Mei 2006; 

Menetapkan 

• MEMUTUSKAN: 

PEP.A TURAN MENTERI KESEHA TAN REPUBLIK INDONcSIA 
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR 
PELATIHAN KESEHATAN CILOTO DAN BALAI BESAR 
PELATIHAN KESEHATAN CIL!\NDAK. 

BABI 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 1 

(1) Balai Besar Pelatihan Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan 
Departemen Kese~atan yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumbe:r Daya Manusia 
Kesehatan. 

(2) Balai Besar Pelatihan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala dan d~lam 
melaksanakan tugas secara teknis fungsional dibina oleh Pusat Pendidikan 
aan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan. 

Pasal2 

Balai Besar Pelatlhan Kesehatnn mempunyal tugas melak&a.1akan pend1d i ~. an dan 
pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia kasehatan dan masyarakat. 

Pasal3 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacia Pasal 2, Bal~ 1 Besar 
P~latihan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: 
a. perencanaan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya 

manusia kesehatan dan masyal"2kat; 
b. pelaksanaan karj8S2ma nasional maupun intemasional .di bidang pendidikan 

dan pelatihan sumtM!r daya manusia kesehatan dan masyarakat. 
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c. pelaksanaan advokasi pen}·elenggaraan pendidikan dan peratihan sumber 
daya manusia kesehst:ln dan masyarakat; 

d. pengembangan meitode dan teknologl pelatihan, pemantauan, evaluasi sistem 
infcnnasi dan Jjenyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatiha'1 
sumber days manuala kesehatan dan masyarakat 

e. persiapan aan pengembangan daerah binaan; 
f. pehgkajian, stand9Rflsasl, akreditasl, dan pengendalian mutu pelatit:an; 
g. pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan. 

BAB II 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal4 

Balai Besar Pelatihan Kesehatan terdiri dari: 
a. Bagian Tata Usat.a; 
b. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu; 
c. Bidang Penyelengg<Jraan Pendidikan dan Pelatihan; 
d. Kelompok Jabatan Fungsfonal. 

PasalS 

Struktur Organisasi Balai Besar Pelatihan Kesehatan sebagaimana tercantum 
dalam lampitan Peraturan ini. 

Pasal 6 

Bagian Tata Usaha rn'9mpunyai tugas melakS8nakan urusan tata usaha, 
kepegawaian, perfenykapan dan rumah tangga serta pengek laan keuangan 

Pasal 7 

Dalam melaksanalcan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Bag1an Tata 
Usaha menyelenggarak&n f ungsi: 
a. pelaksanaan urusa'l tata usaha, kepegawaian, perlengkapar. dan rumah 

tangga; 
b. pelaksanaan urusan perbencJaharaan, akuntar.si dan ve.ifikasi. 

Pasal8 

Bagian Tata Usaha terdiri dari: 
a. Subbagian Umum: 
b. Subbagian Keuangar .. 

Pasal9 

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakuka11 
kepegawaian, perfengkapan dan rumah tangga. 
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(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, 
akuntansi dan vertfikasi. 

Pasal 1ti 

Bidang Pengembangan \jan Pengendalian Mutu mempunyai tugas m~laks2nakan 
penyusunan rencana program, koordinasl, • pelaksanaan, pengembangan dan 
per.gendalian mutu, pengkajian dan pengembangan kebutuhan penaidii<an dan 
pelatihan sumber. daya manusla kesehatan dan masyarakat serta evaluasi dan 
pelaporan. 

Pasal 11 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal I 0, Bidang 
Pengembangan dan Pengendalian Mutu menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan renca"f! program pendidikan dan pera~han sumber· da~ra manusia 

kesehatan dan rnasyarakat; . 
b. pengkajian dan pengembangan kebutuhan pendidikan dan pelati, an sumber 

daY'a manusia icesehstan dan masyarakat; 
c. penyusunan dan pp,ngembangan kunlculum dar bahan ajar pelatihan, metode 

dan teimologi pendidikan aan pelatihan sumber daya manusia keseha ian dan 
masyarakat; 

d. pengkajian, standarcfi~asi, akreditasi dan pengendalian mutu pelatihan; 
e. persiapan dan pengembangan daera'1 binaan. 

Pasal 12 
. 

Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu terdiri dari: . 
a. Seksi Pengkajian dan Pengemban~an; 
b. Seksi Pengendalian Mutu. 

Pasal 13 

(1) Seksi Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan p~nyiapan 
bahan pengkajian dan pengembangan kebutuhan kurik1.1lurn pelatihan. metode 
dan teknologi, standardisasi, akreditasi, sertifikasi pendidikan dan pelatihan 

· sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat. 
(2) Seksl PengendalJan Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

penyuaunan rencana program pengembangan d•m pengendallan mutu 
pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat. 

Pasal14 

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempuny~i tugas 
melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan, advokasi dan evaluasi 
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan 
masyarakat, serta kernitraan baik nasional maupun intemasio~al. 
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Pasal 15 

Dalam melaksana~n tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14. Bidang 
Penyelenggaraan Pendidlkan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi: 
a. perencanaan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya 

m3nusia kesehatan dan masyarakat; 
b. pe!aksanaan kerjasarr~a nasional maupun intemasional di bidang pendidikan 

dan pelatihan aumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; 
c. pelaksanasn advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber 

daya manusia kesehatan dan masyarakat; · 
d. pengernbangan metode pelatihan, pemantauan, evaluasi sistem informasi dan 

penyusunan laporan penyelenggaraan pendldikan dan pelatihan sumber daya 
manusfa kesehatan dan masyarakat. • 

Pasal 16 

Bidang Penyelenggarian Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari: 
a. S~ksl Perencanaan dan Evaluas~ ?endidikan dan P~latihan; 
b. Seksi Pelaksanaan Pandidikan dan Pelatihan. 

Pasal 17 

{1) Sek~i Perencanaan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatih:m men·punyai tuga~ 
melakukan penyia,,an bahan penyusunan rencana anggaran, pemontauan, 
evaluasi dan penyusunan laporan serta informasi pendidikan dan p~latihan. 

{2) Selcsi Pelaksanaan Pt'ndidikan dan Pelatihan memounyai tug<.s melakukan 
penyiapan bahan penyelenggaraan pendidikap dan pelatihan, kerj3sama 
dalam bidang pengembangan dan psngendaliar. pendidikan dan pelatit.an 
kesehatan, serta advokasl penyelenggaraan penuidikan dan pelatihan 
kesehatan. 

EAB Ill 
INSTALASI 

Pasal 18 

{1) fnstalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan penelitian dan 
pen9emb11ng1n di biding pendldlkln din pelatlhan &umber daya manu1l1 
kesehatan dan masyarakat. 

(2) lnstalasi dipimpin oJeh seorang Kepala dalam jabatan nonstruktural. 
{3) Jenis lnstal~sf disesuaikan denJan kebutuhan dan pengembangan pelayarian 

pendidikan dan pelatihan. . 
(4) Jumlah dan jenis lnstalasi ditctap.~n oleh Kepala Balai Besar Pelatihan 

Kesehatan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Sadan 
Pengemb~ngan den Pemberdayaan Sumber Daya Manusi.:1 Keseh:itan. 
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BAB N 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 19 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakuran kegiatan sesua; 
dengan jabatan fungr.lonal masfng-masing berdasarkan peraturan pP.rundang­
undangan yang berfaku. 

?asal 20 

{1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang 
terbe1gi atas berbag2i" kelompok jabatan fungsional sesL;ai de11gan bidang 
keahliannya. • 

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikoordfnnikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk 
oleh Kepala Balaf Besar Pelatihan Kesehatan. · 

(3) Jumlah tenaga fungslonal sebagaimana dimak~ud pada 3yat (1) ditentukan 
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Jenis dan jenj&ng jab:ltan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayac (1) 
diatcr berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berfaku . 

• 
BABV· 

TATAKERJA 

Pasal 21 

Dalam melaksanakan tugas Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatar. Kepala 
Bagian/Bidang, Kepala Subbag1an/Seksl, dan Kepala lnstalasi wajib menerapkan 
prinsip koordinasi, lntegrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan rnasing­
masing maupun dengan instansi lain di luar Balai Besar Pelatihan Kesehatan 
sesuai dengan tugas masing-masing. 

Pasal 22 

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Besar Pelatihan Kesehatan 
wajib mengaWasi bawah~n maslng-maslng dan bila terjadi penyimpang3n aaar 
mengambll langl<ah-langkah yang dlperlukan sesual dengan peraturan perundang­
unda~gari yang b'3rfaku. 

Pasal 23 

S~tiap pimpinan sat:.ian organisasi di lingkungan Balai Besar Pelatihan Kesehatan 
bertanggung jawab mernimpin dan mengkoordin'asikan b~wahan masing-masing 
dan m~mberikan birnbingan serb petunjuk pelaksanaan tugas bawahan. 

6 



"· 
. . . . " ' . 

~ .... 
\ 

' 
• 1 

MENTERI ICESEHATAN 
REPtfBUK INDONESIA 

Pasal 24 

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuK dan 
bertanggung jawab 'cepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan 
berkala tepat pada waktunya. 

Pasal 25 

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organis:ssi dari bawahan wajib 
diolah dan dipcrg~nakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dari un~uk 
memberlkan petunjuk kepada bawahan. 

Passi 26 

Para Kepala Bagian/BicJang, l<epala Subbagian/Seksi da.1 Kepala lnsta!cisi wajib 
menyampaikan laporal) berkala kepada atasan masing-ma~ing . 

Pasal 27 

Dalam rrienyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, temtJusan laporan 
disampaikan pula kepada satuan organisasi lain }'C'ng sec'..ara fu.,gsional 
mempunyai hubungan kerja. 

-
Pasal 28 

Dalam melaksanakan tugHs setiap pimpinan satuan organisasi dibantu .:>leh kepala 
satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pembf!rian bimbingan kepada 
bawahan masing-mas!ng wajib rnengadakan rapat berkala. 

BABVI 
ESELON 

?asal 29 

Eselon Balai Besar Pelatihan Kesehatan terdiri dari : 
a. Kepala adalah jabatan struktural eselon 11.b; 
b. Kepala Baglan dan Kepala Bldang adalah jabatan struktural eselon 111.b: 
c. Kepala Subbaglan den Kepala Sek1l 1dalah Jabatan etruktural eeelon IV.a. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 30 

Dengan berfakunya Peraturan ini, maka di lingkungan Oapartemen Kesehatan 
terdapat 2 (dua) Balal Basar Pelatihan Kssehatan disertai prioritas peng~mbang;m 
pelayanan unggulan r.iasing-masing sebagai rujukan. 
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Pasal 31 

Perubahan atas organisasi dan tatakerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh 
Menteri Kesehatan setelah tertebit. dahulu mendapat per.>etujuan tertulis dari 
Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.· 

Pasal 32 

Semua ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Men.ten Kesehatan Nomor 
911/MENKES/SK/',(/1993 tentang Organisasi dan Tatakerjci Balai Pelatihan 
Kesehatan tetap bertaku sepanjang belum cJiganti atau ditetapkan berdasarkan 
Peraturan ini. 

Pasal33 

Tatalaksana dari Peraturan ini akan diatur l~bih lanjut dengan Peratu;·an M3nteri 
Kesehatan. • 

Pasal 34 

Peraturan ini mulai bertaku sejak tanggal ditetapkan . 

• 
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Ditetap!<an di Jakarta 
pada tanggal 29 Mei 2006 

• -/MENTE I KESEHATAN. 

Dr.dr.Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) l 
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LAMPI RAN 
PERAT'JRAN MENTERJ KESEHA TAN 
NOMOR : J82A/Menkes/PerN/2006 
T ANGGAL : :?9 Mel 2006 

STRUKTUR ORGANISASI 

BALAJ BESAR PELA TJHAN KESEHA 7 AN . 

L KEPALA 

-----

BIDANO 
PENGEllBANGAN 

DAN 
PENGENDAUAN 

llUTU 

SEKSI 
PENGENDAUAN 

llUTU 

• 
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BAGIAA 
TATAUSAHA 

~U!3BAGIAH 
UllUll 

SUBBA.JIAN 
Kr:UA '.'4GAJ J 

8JOAN~" PENYELENGGARAAN 
PEDOIKAH 

CAN PELATIHAN 

SEK.SI 
PEREN<~ 
DAM E"IALUASI 

PENDIDIKAH 
DAN PELATIHAN 

I Pa:AAH 
PENDIDIKAN 

DAN 
PELATIHAN 

Dr. ~r. Siti Fadilah Suparf, Sp.JP (K) 


